WALI KOTA BANJARMASIN

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN

NOMOR (- TAHUN 2024
TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 154 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Menimbang:

Mengingat:

TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a.

WALI KOTA BANJARMASIN,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat
(1) dan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7
Tahun 2014 tentang Pengendalian Barang Kebutuhan
Pokok dan/atau Barang Penting, dan melaksanakan
ketentuan Pasal 164 ayat (7) Peraturan Pemerintah
Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah serta percepatan pencapaian target dan
sasaran Program, Kegiatan dan Sub kegiatan pada
Satuan Kerja Perangkat Daerah, dipandang perlu
untuk melakukan penyempurnaan atas Peraturan Wali
Kota Nomor 154 Tahun 2023 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2024 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Wali Kota Banjarmasin
Nomor 30 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas
Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 154 Tahun
2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagai dasar
pelaksanaan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Wali Kota tentang Perubahan Keempat atas Peraturan
Wali Kota Banjarmasin Nomor 154 Tahun 2023
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2024;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;



Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun
1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah
Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1820);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang
Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi
Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran
Negara  Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor
13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang



10.

11.

12.

13.

14.

15.

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi
Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6896);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012
tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23
Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
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22.
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Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017
tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6477);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan  Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6323);

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang
Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019
tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 799);



Menetapkan:

24.

25.

26.

27.

28.

29.

Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota
Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin
Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin
(Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021
Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Banjarmasin Nomor 63);

Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun
2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor
66);

Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun
2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota
Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 14);

Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 18 Tahun
2023 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kota
Banjarmasin Tahun 2023 Nomor 18);

Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 154 Tahun
2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah
Kota Banjarmasin Tahun 2023 Nomor 154);

Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 61 Tahun
2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota
Banjarmasin Nomor 26 Tahun 2023 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Penggunaan Belanja Tidak Terduga Dalam
Rangka Pengendalian Inflasi Daerah (Berita Daerah
Kota Banjarmasin Tahun 2024 Nomor 61);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN
KEEMPAT ATAS PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 154 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2024.



Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 154
Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2023 Nomor
154) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Banjarmasin
Nomor 30 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Wali Kota
Banjarmasin Nomor 154 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota
Banjarmasin Tahun 2024 Nomor 30), diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan Lampiran [ diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
2. Ketentuan dalam Lampiran Il diubah sebagaimana tercantum dalam
Lampiran Il yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan
Wali Kota ini.

Pasal Il

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasm
pada tanggal 1 ;.11

WALI KOTA BANJARMASIN,

——

IBNU SINA
Diundangkan di Banjarmasm

pada tanggal 1 Jull ¢
SEKRETARIS DAERA KOTA BANJARMASIN,

IKH BUDIMAN

BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2024 NOMOR /!



SEBELUM SESUDAH
KODE URAIAN PERGESERAN PERGESERAN SELISIH (Rp)
JUMLAH (Rp) JUMLAH (Rp)
1 2 3 4 5

6.1.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun 125.519.169.761,00 125.519.169.761,00 0,00
Sebelumnya

6.1.01.05 Penghematan Belanja 108 542.485.465,00 108.542.485.465,00 0,00

6.1.01.05.01 Penghematan Belanja-Belanja Operasi 70.000.000.000,00 70.000.000.000,00 0,00

6.1.01.05.01.0007 | Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Barang 70.000.000.000,00 70.000.000.000,00 0,00

6.1.01.05.02 Penghematan Belanja-Belanja Modal 38.542.485 465,00 38.542.485.465,00 0,00

6.1.01.05.02.0002 | Penghematan Belanja Modal Peralatan dan 38.542.485 465,00 38.542.485.465,00 0,00
Mesin-Alat Besar

6.1.01.08 Sisa Belanja Lainnya 16.215.684.296,00 16.215.684 296,00 0,00

6.1.01.08.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD 16.215.684.296,00 16.215.684 296,00 0,00

6.1.01.08.01.0001 | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD 16.215.684.296,00 16.215.684 296,00 0,00

6.1.01.09 Sfa%""a" Sisa Lebih Perhitungan Anggaran 761.000.000,00 761.000.000,00 0,00

6.1.01.09.01 Eonesean S Lebih Pamituoe Aot 761.000.000,00 761.000.000,00 0,00

6.1.01.09.01.0001 EE‘L‘J‘*[';““’" Skea Lebh Perhitungan Anggaran 761.000.000,00 761.000.000,00 0,00
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 125.519.169.761,00 125.519.169.761,00 0,00

6.2.02 Penyertaan Modal Daerah 10.000.000.000,00 10.000.000.000,00 0,00
Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha

6.2.02.02 MK Coaaech UMDY 10.000.000.000,00 10.000.000.000,00 0,00

6.2.02.02.01 Penyertaan Modal Daerah pada BUMD 10.000.000.000,00 10.000.000.000,00 0,00

6.2.02.02.01.0001 | Penyertaan Modal Daerah pada BUMD 10.000.000.000,00 10.000.000.000,00 0,00
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan 10.000.000.000,00 10.000.000.000,00 0,00
Pembiayaan Netto 115.519.169.761,00 115.519.169.761,00 0,00

6.3 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun 0,00 0,00 0,00

Berkenaan (SILPA)

Kota Banjarmasin, 1 Juli 2024

Walikota

h—

IBNU SINA

Halaman 34




Sisa Lebih Perhitungan Anggaran 0.00
6.1.01 Yahtin Saatinys 125.289.169.761,00 125.289.169.761,00 i
6.1.01.05 Penghematan Belanja 108.542.485.465,00 108.542.485.465,00 0,00
6.1.01.05.01 operapsfnghema'a" Belanja-Belanja 70.000.000.000,00 70.000.000.000,00 0,00
6.1.01.05.01.0007 Penghematan Belanja Barang 70.000.000.000,00 70.000.000.000,00 0,00
ST dan Jasa-Barang AT SRR !
6.1.01.05.02 Penghematan Belanja-Belanja 38.542.485.465,00 38.542.485.465,00 0,00
— ;
Penghematan Belanja Modal
B 05:02.0002) [ ot s o Bogat 38.542.485.465,00 38.542.485.465,00 0,00
6.1.01.08 Sisa Belanja Lainnya 15.985.684.296,00 15.985.684.296,00 0,00
Sisa Lebih Perhitungan
6.1.01.08.01 Anggaran BLUD 15.985.684.296,00 15.985.684.296,00 0,00
Sisa Lebih Perhitungan
6.1.01.08.01.0001 | o102 BIUD 15.985.684,296,00 15.985.684.296,00 0,00
Penarikan Sisa Lebih
6.1.01.09 Beifiigan Anggaran BLUID 761.000.000,00 761.000.000,00 0,00
Penarikan Sisa Lebih
6.1.01.09.01 Perhitungan Anggaran BLUD 761.000.000,00 761.000.000,00 0,00
Penarikan Sisa Lebih
61.01.09.01.0001 | poyiiynoat Anggaran BLUD 761.000.000,00 761.000.000,00 0,00
6.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN 10.000.000.000,00 10.000.000.000,00 0,00
6.2.02 Penyertaan Modal Daerah 10.000.000.000,00 10.000.000.000,00 0,00
Penyertaan Modal Daerah pada
6.2.02.02 Badan Usaha Milk Dacrah (BUMD) 10.000.000.000,00 10.000.000.000,00 0,00
6.2.02.02.01 BUM[’; enyertaan Modal Daerah pada 10.000.000.000,00 10.000.000.000,00 0,00
Penyertaan Modal Daerah
6.2.02.02.01.0001 | .. gy 10.000.000.000,00 10.000.000.000,00 0,00

SIPD-R! : dicetak pada 2024-07-02 08:33:15

Kota Banjarmasin, 1 Juli 2024

Walikota
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